Bagian Keempat
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2 Pemeriksaan untuk tujuan lain  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan,
pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan
dengan tujuan Pemeriksaan.

(3) Dalam melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah
dapat membentuk tim Pemeriksaan Retribusi.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, Wajib Retribusi yang
diperiksa wajib untuk:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2 Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, hak Wajib Retribusi yang
diperiksa adalah:

a. meminta identitas dan bukti  penugasan
Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya
Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.



